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Received: 20 June 2023 This study aims to determine the comparison of law in the review of muamalah
Revised: 27 June 2023 figh and positive law against ijarah law. This research is a library research
Accepted: 27 June 2023 with a normative juridical legal approach and a comparative approach, which
Published: 14 July 2023 discusses doctrines or principle in legal science wich is often called theoretical
research, wich includes comparative legal research. The results showed that:
Keywords: (1) There is an equation in the definition that both are a contract to take or
law, ijarah, figh, muamalah, benefit an item with wages within a certain period of time, in the nature of the
positive contract that is mutually ibnding on both parties and both have five pillars that
must be fulfilled; (2) There is a difference in the source and foundation, that
Kata kunci: muamalah figh is based directly on the Qur'an and Hadith, who governs life
hukum, ijarah, fikih, muamalah, in this world and the afterlife, while positive law comes from Pancasila. UUD,
positif KUH Perdata, KUH Pidana, which is limited to regulating the peace of life in

the world. Regarding the terms of ijarah, positive law mentions the
maintenance of goods, that it is not allowed during the rental time to change
the form or arrangement of the goods rented, while in muamalah figh does not
discuss it on the terms of ijarah, but the requirements of ijarah in muamalah
figh are clearer and more concrete to the description of the benefits of rented
goods, while in positive law it is limited to mentioning the object of rent is a
condition in the lease, not by describing the benefits. In positive law, leasing
services is a separate discussion, called an employment agreement, While in
Muamalah Figh the rent of renting services is part of the lease of rent.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum dalam
tinjauan fikih muamalah dan hukum positif terhadap hukum ijarah. Penelitian
ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan
hukum yuridis normatif dan pendekatan perbandingan (Compaative
Approach), yaitu membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu
hukum yang kerap disebut penelitian yang bersifat teoretis, yang mencakup
penelitian perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
Terdapat persamaan pada definisi yaitu merupakan suatu akad untuk
mengambil manfaat suatu barang dengan upah dalam jangka waktu tertentu,
begitupun juga pada sifat akad yang saling mengikat antara kedua belah pihak,
serta memiliki kesamaan dalam pandangan lima rukun yang sama; (2)
Terdapat perbedaan pada sumber dan landasan, bahwa fikih muamalah
bersumberkan langsung dari al-Qur’an dan Hadis, yang mengatur kehidupan
di dunia dan akhirat, sedangkan hukum positif bersumber dari Pancasila, UUD,
KUH Perdata dan KUH Pidana, yang sebatas mengatur ketentraman
kehidupan di dunia. Terkait syarat-syarat ijarah hukum positif menyebutkan
pemeliharaan barang, bahwa tidak diperkenankan selama waktu sewa
mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan sedangkan dalam fikih
muamalah tidak membahasnya pada syarat-syarat ijarah, tetapi persyaratan
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ijarah dalam fikih muamalah lebih jelas dan kongkret terhadap deskripsi
manfaat barang sewaan sedangkan dalam hukum positif sebatas menyebutkan
objek sewaan merupakan syarat dalam sewa menyewa tidak dengan
mendeskripsikan manfaatnya. Dalam hukum positif, sewa-menyewa jasa
merupakan pembahasan yang terpisah, yang disebut dengan perjanjian Kkerja,
sedangkan dalam fikih muamalah sewa menyewa jasa adalah bagian dari pada
sewa menyewa.

How to cite:
M. Ainun Imam, Khaerul Agbar, M. Dzul Fadli S., “Studi Perbandingan Hukum ljarah dalam Perspektif Fikih
Muamalah dan Hukum Positif”, AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, Vol. 2, No. 3 (2023): 234-253.
doi: 10.36701/giblah.v2i3.988.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah swt. menunjukkan,
bahwa tidaklah segala aktivitas di dunia melainkan dengan tujuan beribadah kepadanya,
melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya, sebagaimana dalam akitivitas
muamalah. Muamalah adalah aktivitas dalam Islam yang mengatur hubungan antara satu
orang dengan orang lain. Salah satu aktivitas muamalah adalah ijarah. ljarah, atau biasa
disebut dengan sewa menyewa, bahwa sewa-menyewa merupakan sebuah kontrak kerja
antara etentitas sosial lainnya dengan upah selama waktu yang tertentu.! Pada dasarnya
ijarah berlaku pada sistem kerja, antara Mu ’jir (pemberi sewa) dan Mausta’jir (penyewa).
yang mana keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang saling
menguntungkan.? Dalam hal ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah saw. sebagaimana
firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 6.

Al F b S aang 2s 520 B ggadd o3 Js b
Terjemahannya:

Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan

kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya dapat mendengar

firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya.®

Dalam Tafsir Muyassar bahwa salah seorang dari kaum musyrik yang dimaksud
adalah dia yang menyerahkan semua darah dan hartanya untuk memasuki lingkungan
Rasulullah saw. dan menginginkan keamanan darinya, maka Rasulullah memenuhinya
sampai dia mendapatkan hidayah.* Berdasarkan peristiwa ini terdapat sebuah hubungan
timbal balik, yang mana salah seorang memberikan seluruh hartanya untuk mendapatkan
perlindungan dari Rasulullah saw. dengan demikian Rasulullah diperintankan untuk
melindunginya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Perihal dalam sewa-

'Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bab VIIA, pasal 1601a.

2Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.
60.

3Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an & Terjemahan (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), h. 187.

“Nukhbah min Asatizah al-Tafsir, al-TafSir al-Muyassar. Juz 1 (Cet. IT; al-Su’udiyah: Mujamma’ al-Malik
Fahd li al-Tiba’ah al-Mushaf al-Syarif, 1430 H), h. 187.
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menyewa yaitu akad untuk mengambil manfaat terhadap suatu barang atau jasa pekerjaan
dengan upah yang disepakati dalam jangka waktu tertentu.®

Di zaman sekarang banyak timbul permasalahan dalam bermuamalah seperti yang
telah terjadi pada masa covid-19, dimana terdapat seorang penyewa kost selama satu
tahun dan uang sewa sudah lunas diawal, lalu perjanjian tersebut sudah sama-sama
disetujui oleh kedua belah pihak, akan tetapi pada pelaksanaannya penyewa membatalkan
secara sepihak perjanjian tersebut hanya dalam waktu 4 bulan masa kontrak kamar kost.
Tetapi pada praktiknya ada penyewa yang menuntut untuk mengembalikan sisa uang
sewa yang belum ditempati. Subtansi masalah pada kasus tersebut adalah masalah
tinjauan akad serta ketentuan lainnya dalam sewa menyewa.® Kemungkinan besar,
dikarenakan pengetahuan yang minim terkait persoalan muamalah dan ketidaktahuan
akan ketentuan hukum positif tentang hak dan kewajiban sewa-menyewa.

Demi terciptanya suatu kedamaian dalam bermasyarakat dan keharmonisan dalam
berinteraksi sosial di dunia perniagaan. Maka sebagai muslim, perlu menerapkan Fikih
Muamalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada aktivitas sewa-menyewa.
Namun sebagai warga Indonesia kita harus mengikuti hukum positif dalam ketentuan
hukum ijarah agar tidak terkena sanksi pelanggaran hukum.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji akad ijarah dalam
hukum Islam dan hukum positif seperti pada penelitian yang telah disusun oleh Daffa
Muhammad Dzubyan, Erima Azzahra, Melani Puspitasari’ pada tahun 2019 dengan judul
“ljarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
di Indonesia”. hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam perspektif hukum Islam
IMBT dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip, pilar dan syarat-syarat dalam akad. Para
pemikir ekonomi kontemporer banyak yang berpendapat bahwa hukum IMBT
diperbolehkan. Bila dilihat dari sudut pandang hukum positif Indonesia, kontrak/akad
IMBT termasuk dalam perjanjian tidak Bernama pada KUH Perdata (pasal 1319) yang
timbul dari prinsip kebebasan berkontrak (pasal 1338) dan IMBT juga memenuhi
persyaratan perjanjian yang sah (pasal 1320) sebagai serta perjanjian elemen. Namun,
penelitian tersebut hanya membahas seputar akad IMBT dalam hukum Islam dan hukum
positif, berbeda dengan penelitian ini akan membahas perbandingan yang signifikan
terkait hukum sewa menyewa dalam perspektif fikih muamalah dan hukum positif.

Lilik Erliani® pada tahun 2022 dengan judul “Jangka Waktu sewa-menyewa
(ljarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1579 dan Hukum Islam”.
Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa jangka waktu sewa-menyewa
berdasarkan KUH Perdata Pasal 1579 bahwa pihak yang menyewakan tidak dapat
menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barang yang
disewakan, kecuali telah diperjanjikan sebaliknya. Dalam Islam, jangka waktu sewa-
menyewa (ijarah) tidak ada batas waktunya maka perlu diadakan penagihan sewaktu-

5Abdul Karim ibn Muhammad al-lahm, a/-Matla’ ‘ala Daqaiq zad al-Muastagna’ Lilmuamalat al-Maliyah
(Cet. IV; Riyadh: Dar Kunuz, 1429 H), h. 93.

6Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, “Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost
pada Masa Pandemi Covid-19,” Jres: Jurnal Riset Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2021): h. 83-88

’Daffa Muhammad Dzubyan, Erima Azzahra, Melani Puspitasari, “ljarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)
Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
3, no. 2 (Juli 2019): h. 183-195.

8Lilik Erliani, “Jangka Waktu Sewa-Menyewa (ljarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal
1579 dan Hukum Islam”. Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2022): h. 62-70.
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waktu. Penelitian tersebut hanya membahas jangka waktu sewa menyewa sesuai pada
Pasal 1579 KUH Perdata dan hukum Islam, namun berbeda dengan penelitian ini yang
membahas perbandingan hukum sewa-menyewa dalam prespektif fikih muamalah dan
hukum positif secara menyeluruh.

Meski beberapa dari penelitian terdahulu telah mengkaji bagian-bagian dari ijarah
dalam hukum Islam dan hukum positif, namun kajian-kajian tersebut belum membahas
lebih jauh tentang perbandingan yang signifikan terhadap hukum ijarah dalam perspektif
fikih muamalah dan hukum positif secara menyeluruh. Penting untuk membahasnya
secara eksplisit seperti apa persamaan hukum ijarah dalam perspektif fikin muamalah dan
hukum positif? Apa saja perbedaannya dalam tinjauan fikih muamalah dan hukum
positif? Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh
perbandingan hukum dalam tinjauan fikih muamalah dan hukum positif terhadap hukum
ijarah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan untuk memperkaya wawasan para
penuntut ilmu dan menjadikan referensi untuk referensi penelitian selanjutnya. Secara
praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi wawasan bagi
masyarakat luas tentang hukum berijarah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian Pustaka
(library research), yaitu berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar
studi dalam penelitian.® Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu
pendekatan yang mengacu pada hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta
membahas dasar-dasar hukum secara teoretis, dilakukan melalui penelaahan bahan
pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan penelitian dasar melalui pencarian peraturan-
peraturan dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.*
Pendekatan penelitian ini didukung dengan metode pendekatan komparatif yang berbasis
kesepakatan jumhur ulama. Pendekatan ini sangat dibutuhkan ketika membandingkan
variabel dalam fikih muamalah dengan variabel dalam hukum positif dan mencari
kesejajarannya.

Adapun teknik pengumpulan data yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) Data
Primer, yaitu bahan atau sumber data yang dikumpulkan langsung berasal dari sumber
pertamanya.!* Dimana data primer dari penelitian ini terdiri dari Al-Qur’an dan Al-
Sunnah; (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca dan
menelaah, sumber bahan yang memberikan penjelasan ternadap data primer.? Sumber
data sekunder ini terdiri dari beberapa literatur, meliputi kitab-kitab fikih muamalah para
ulama seperti Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj dan Badai’ al-Sanai’ fi Tartib al-
Syarai’yang membahas permasalahan fikih muamalah yang berbasis kesepakatan jumhur
ulama, juga al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’asirah, Fighu al-Sunnah, Mausu’ah al-Figh
al-Islami, al-Matla’ ‘ala daqgaiq zad al-Muastaqna’ Lilmuamalah al-Maliyah yang
menjelaskan permasalahan fikih muamalah dalam kacamata kesepakatan jumhur ulama,
serta Kuh Perdata, UUD 1945, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Kontrak Teori dan
Teknik Penyusunan Kontrak yang menjadi dasar hukum yang membahas pasal-pasal
berkaitan dengan muamalah dalam hukum positif di indonesia dan beberapa buku atau

SWiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Dyogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019) h. 57.
1%Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), h. 32.
H1Suryabrata dan sumardi, metodologi penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.
2Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), h. 39.
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referensi lainnya seperti jurnal dan artikel serta beberapa sumber data yang berkaitan
dengan objek permasalahan pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Fikih Muamalah dan Hukum Positif
Pengertian Fikih Muamalah

Menurut Syaikh Ahmad mukhtar Abdulhamid ‘umar, fikih dalam bahasa arab
berasal dari kata fagiha-yafgahuyang artinya memahami, fikih secara etimologi artinya
al-f2hmu yaitu pemahaman atau pengetahuan.'® Sedangkan secara terminologi yaitu
pengetahuan tentang hukum-hukum syar’i al-‘amAliyah (berkaitan dengan perbuatan)
dengan dalil-dalilnya yang terperinci.}* Muamalah dalam bahasa Arab berasal dari
kata ‘amil memiliki makna pekerja atau orang yang bekerja.'® Muamalah merupakan
sebuah kontrak kerja yang dapat membuahkan hasil. Muamalah dalam istilah syar’/
adalah hukum-hukum syar’i yang berkatian dengan perbuatan manusia terhadap urusan
dunia mengenai harta, yang terdiri antara kedua pihak seperti penjual dan pembeli dalam
jual beli, penyewa dan yang menyewakan dalam ijarah dan sebagainya.!® Dapat
disimpulkan bahwa fikih muamalah adalah pengetahuan tentang ketentuan hukum-
hukum syar’7 berkaitan dengan perbuatan manusia terhadap urusan dunia mengenai harta
beserta dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih muamalah diperoleh melalui penelusuran
langsung terhadap al-Quran dan hadis oleh para-para fugaha.’

Fikih muamalah berlandaskan al-Qur’an dan al-Sunnah yang berdasarkan nalar
ijtihad para fugaha, sebagaimana di gambarkan oleh Syekh Nur al-Din ibn Mukhtar al-
Khadami bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah seperti mata air sebagai sumber kehidupan
manusia, ibnatang dan tumbuhan.® Secara khusus fikih muamalah menyeru kepada kaum
musimin hendaknya menjaga 5 hal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat
(Magasid al-Daruriyat)!® Yaitu; hifzu al-din (menjaga agama), hifzu al-nafs (menjaga
jiwa), hifzul ‘aql (menjaga akal), hAifzu al-nasl (menjaga keturunan), dan Aifzul mal
(menjaga harta). kelima hal ini dinamakan Mas ’alah al-Daruriyat al-Khamsah merupakan
kebutuhan penting yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Dikarenakan kelima hal ini
berlandaskan pada nash baik al-Qur’an dan al-Sunnah yang telah memberikan perhatian
besar terhadap Mas alah al-Daruriyat al-Khamsah.

Pengertian Hukum Positif

18Ahmad Mukhtar ‘Abdul Hamid ‘Umar, “Mu jam al-Lugah al-‘Arabiyah al-Mu’asirah. Juz 3 (Cet. |
Riyad: Dar ‘Alim al-Kitab, 1429 H), h. 1732.

Muhammad ibn Salih al-*Usaimin, a/-Usal min “Iimi al-Usil, juz 1 (Cet: IV Riyad: Dar ibn Jauzi, 1430 H),
h.7.

15Ahmad Mukhtar ‘Abdul Hamid ‘Umar, “Mu ’jam al-Lugah al-‘Arabiyah al-Mu’asirah. Juz 2 (Cet. |
Riyad: Dar ‘Alim al-Kitab, 1429 H), h. 1556.

®Husamuddin ibn Musa Muhammad ibn ‘Ufanah, Yas alunaka ‘anil Mu’amalat al-Ma.liyah al-Mu’asirah.
(Cet. I; Quds: Dar al-Maktabah al-al- Alamiyah, 1430 H), h. 85.

Azwar Iskandar, Khaerul Agbar, “Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di antara Ilmu Ekonomi dan Figh
Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis,” Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 5, No. 2 (2019), h.
95.

8Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadami, ‘7/mu al-Maqasid al-Syar’iyah, juz 1 (Cet: I; Madinah: Maktabah al-
‘Abikan, 1421 H), h. 14.

Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadami, Z/mu al-Magasid al-Syar’iyah, juz 1, h. 80-85.
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Sistem hukum Indonesia adalah tatanan atau tata tertib hukum hukum Indonesia
guna melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. oleh karenanya, sejak 17 agustus
1945 bangsa Indonesia mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan
hukumnya sendiri yaitu, hukum bangsa Indonesia sebagai hukum nasional dengan tatanan
hukum yang baru.?° Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam negara, mengatur
keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hubungan manusia dalam masyarakat.?

Hukum positif di Indonesia berasal dari hukum adat yang menjadi faktor
kemasyarakatan, hukum Islam yang menjadi faktor ideal, bukan berarti keduanya
merupakan sumber hukum positif di Indonesia. Sebab secara umum, Pada dasarnya
sumber hukum di Indonesia dapat dibedakan ada dua macam, yakni sumber hukum
material dan sumber hukum formal.?? Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang
menentukan isi hukum yang berlaku, diantaranya faktor ideal (filosofis) terkait pedoman-
pedoman hidup yang mengadung nilai-nilai etika dan keadilan, yang berbasis pandangan
teoretis yang mana isi hukum berasal dari tuhan,?® faktor kemasyarakatan (sosiologis)
terkait kebiasaan atau adat istiadat yang telah mentradisi dan sumber hukum formal
adalah tempat dari mana timbulnya hukum yang berlaku, yang mempunyai kekuatan
mengikat masyarakat dan pemerintah sehingga ditaati, diantaranya Undang-Undang
Dasar 1945, adat, yurisprudensi, traktat dan doktrin hukum.?*

Berdasarkan teori receptie in complexu, yang mana periode penerimaan hukum
Islam secara penuh, tetapi pada kenyataannya bahwa bagian-bagian tertentu hukum Islam
diresepsi oleh hukum adat dengan ini disebut adanya teori receptie, sehingga dapat
dikatakan teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya.?® Dengan demikian,
hukum Islam (waris, perkawinan, wakaf) yang telah mentradisi itu merupakan bagian
kecil hukum privat Islam yang telah dipositifkan, diambil sebagai sumber hukum material
ke dalam hukum positif sebagai hukum nasional .?°

Segala sumber hukum yang ada di Indonesia tentunya didasari oleh nilai-nilai
Pancasila, sebab Pancasila merupakan ideologi negara Republik Indonesia.?” Hal tersebut
sesuai dengan pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat yang berbunyi, “maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kelima hal inilah yang menjadi landasan
dibentuknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencapai ketentraman
kehidupan di dunia.

2Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 11.

2lUmar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, h. 4.

22Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, h. 39-40.

BMohammad Hidayat Muhtar, Konsep Hukum Indonesia, (Cet. I; Padang: PT Global Eksekutif Teknologi,
Mei 2023), h. 37.

24Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, h. 39-41.

A, Kumedi Ja’far, “Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di indonesia,” Asas: Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah 4, No. 2 (2012).

Z6Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, h. 198-200.

2" Ananda Rivaldo Pondiu Unggul, Dewanda Tisna Ajati, Riski Wahyu Saputra, “Pancasila Sebagai Dasar
Negara,” Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humniora 4, No. 4 (2022): h. 26-27.
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Sumber dan Landasan Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Setelah mengetahui definisi dari fikih muamalah dan hukum positif, bahwasanya
jelas terdapat perbedaan sumber dan landasan baik dari fikih muamalah maupun hukum
positif. Maka dari itu terlebih dahulu untuk mengetahui sumber dan landasan dari
keduanya secara terperinci.

Islam tidak dilalaikan oleh perniagaan dari mengingat Allah swt. bahwasanya
Allah tidak menyukai segala perbuatan yang tidak benar, sebagaimana dalam firmannya
Q.S. al-Baqarah/2: 188.

O38055 a8l L 0 st 53 3 8T pS 11T s by 2 20T IS Y,
Terjemahannya:

Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan

(janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud

agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,

padahal kamu mengetahui.?®

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah diantara kamu memakan harta milik
orang lain dengan cara yang tidak benar seperti sumpah palsu, merampas, mencuri, uang
suap, riba dan lain sebagainya.?® Dengan demikian, ayat ini berhubungan dengan aktivitas
muamalah, merupakan sebuah ancaman kepada meraka yang berbuat zalim terhadap
harta orang lain. Islam adalah agama penegak kebenaran dan mencegah kemungkaran,
oleh karenanya sayriat Islam diturunkan untuk mengatur kemaslahatan ummat manusia.
Terutama pada aktvitas muamalah yang berperan penting dalam aspek kehidupan,
sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Anbiya/21: 107.
Terjemahannya:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai Rahmat bagi

seluruh alam.*

Terkait ayat di atas menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad saw. bersifat rahmatan Iil alamin memberi pedoman hidup kepada ummat
manusia secara menyeluruh. Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.
Termasuk diantaranya aktivitas muamalah, sehingga memberikan esensi sifat rahmatan
il alamin itu terhadap persoalan muamalah. Allah swt. memerintahkan kepada kaum
muslimin untuk senantiasa menaatinya dan Rasul-nya, sebagaimana firman Allah swt.
dalam Q.S Ali Imran/3: 132.

0558 oI ot 1A
Terjemahannya:
Taatilah Allah dan Rasul-nya (Nabi Muhammad) agar kamu diberi Rahmat.3!
Avyat di atas menjelaskan bahwa sebuah perintah kepada kaum muslimin untuk
menaati Allah dan Rasulnya dengan berpegang teguh terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah

Nabi saw. untuk mencapai Rahmat-nya. Maka dari itu sumber dan landasan dalam fikih
muamalah adalah al-Qur’an dan al-Sunnah, kedua ini merupakan sumber utama kaum

BKementrian Agama R.1., Al-Qur’an & Terjemahan, h. 29.

29Nukhbah min Asatizah al-TafSir, a/-Tafsir al-Muyassar. Juz 1, h. 210.

30Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an & Terjemahan (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), h. 331.
31Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an & Terjemahan, h. 66.
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muslimin serta para fugaha di seluruh dunia. Kedua sumber ini mengatur kebahagiaan
kehidupan dunia dan akhirat. Dan terdapat landasan lainnya diantaranya, ijmak, perkataan
sahabat, giyas, istihsan, maslahah mursalah, ‘urf, saddu al-zarai’ dan lain sebagainya.
Disamping itu didukung dengan kaidah-kaidah fikih untuk memahami nash terhadap
perkembangan zaman.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila, UUD, KUH
Perdata dan KUH Pidana. Namun dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sumber
dari segala sumber hukum.3? Tetapi hal demikian merupakan perbuatan tangan manusia
yang sebatas mengatur ketentraman kehidupan di dunia tanpa melibatkan syariat Islam
secara menyeluruh. Walaupun berdasarkan Amanat Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 telah
memberi kewenangan kepada negara untuk membentuk hukum nasional yang salah satu
bahan dasarnya adalah hukum agama, namun tidak terbatas hanya pada hukum Islam,
tetapi hukum agama lainnya.®® Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila adalah sumber
hukum dalam tatanan hukum nasional dengan mencakupi keseluruhan hukum berbagai
agama. Akan tetapi, disamping itu wajah hukum yang pluralisme ataupun praktek
berhukum yang kerap menjadikan Pancasila sebagai simbolis belaka tidak memiliki
tempat lagi dalam sistem hukum nasional.3* Dikarenakan, sikap resistensi orde baru
menjadikan status Pancasila sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan dan memperkuat
pemerintahan yang otoriter. Dengan demikianlah, pengaruh perkembangan zaman yang
membuat status Pancasila menurun dalam tatanan hukum. Oleh karenanya hukum positif
pun akan mengalami seperti itu.

Hukum positif dapat diuji oleh Mahkamah Agung RI bila isinya bertentangan atau
tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini disebut “hak
uji formal” dan “hak uji material” peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewenangan
hak uji undang-undang terhadap UUD 1945 atau disebut dengan constitutional review
(pengujian konstitusional).>® Dapat diartikan bahwa hukum positif bisa diubah dan
disempurnakan dengan ketentuan-ketentuannya. Terkait peluang hukum islam
diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia adalah hukum islam diresepsi oleh
hukum adat yang mengatur hubungan antara sesama manusia yakni muamalah,
diantaranya adalah dasar-dasar hukum pekawinan Islam, waris Islam, dan hukum
wakaf.3® Adapun bentuk landasan hukum formalnya adalah undang-undang,
kebiasaan/adat, yurisprudensi, traktat (treaty), dan doktrin hukum.%’

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sumber dan landasan
dalam fikih muamalah berlandaskan pada nash baik dari al-Qur’an dan al-Sunnah, yang
seterusnya menjadi pegangan kaum muslimin tanpa menurunkan statusnya sebagai
sumber hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia mencapai kebahagiaan dunia
dan akhirat. Sedangkan dalam hukum positif bersumber dari Pancasila, UUD, KUH

%2Ananda Rivaldo Pondiu Unggul, Dewanda Tisna Ajati, Riski Wahyu Saputra, “Pancasila Sebagai Dasar
Negara,” Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humniora 4, No. 4 (2022): h. 27.

33Fais Yonas Bo’a, “Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia,” Jurnal Konstitusi
15, No. 1 (29 maret, 2018): h. 47.

34Ananda Rivaldo Pondiu Unggul, Dewanda Tisna Ajati, Riski Wahyu Saputra, “Pancasila Sebagai Sumber
Hukum dan Sistem Hukum Nasional,” Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humniora 4, No. 4 (2022): h. 27.

35Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, h. 57-61.

36Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, h. 199.

$7Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, h. 41.
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Perdata dan KUH Pidana dan lainnya, yang bersifat hukum nasional mengatur
ketentraman kehidupan di Indonesia serta dapat diuji keberadaannya oleh pemegang hak
kewenangan.

Pengertian ljarah
Pengertian ljarah dalam Perspektif Fikih Muamalah

ljarah merupakan aktivitas muamalah seseorang. Secara etimologi Kata ijarah
berasal dari bahasa arab yaitu ajara ya juryang memiliki makna ujrah artinya imbalan.®
Pengertian ini kata imbalan yang dimaksud adalah sebuah upah.® ljarah secara istilah,
yang dimaksud dengan Jjarah adalah akad untuk mengambil manfaat terhadap suatu
barang atau jasa dengan upah atau imbalan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu.*°
Dalam pengertian lain bahwa ijarah adalah mengambil barang dengan suatu upah, dengan
syarat ketentuan berlaku menyangkut hak dan kewajiban atas sesuatu yang dibolehkan.*!
Dapat disimpulkan ijarah dalam perspektif fikih muamalah adalah sebuah akad atau
tranksaksi yang bertujuan untuk mengambil manfaat suatu barang atau jasa pekerjaan
dengan memberikan upah yang telah disepakati bersama, dalam jangka waktu yang telah
ditentukan.

Pengertian ljarah dalam Perspektif Hukum Positif

Sewa menyewa telah diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1548 sampai dengan
pasal 1600. Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain
selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak
tersebut yang terakhir itu, orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap
maupun yang bergerak.*? Sewa menyewa yang disebutkan dalam KUH Perdata secara
jelas adalah bersifat barang dan yang bersifat jasa merupakan pembahasan yang terpisah,
sebagaimana dalam pasal 1566 menyebutkan bahwa penyewa bertanggung jawab atas
segala kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan pada barang sewa. Menurut penelitian
terdahulu bahwa ijarah merupakan bentuk pertukaran objeknya berupa manfaat dengan
disertai imbalan tertentu.** Adapun sewa menyewa jasa dalam KUH Perdata disebut
dengan perjanjian kerja sebagaimana pada pasal 1601a.

Dapat dipahami bahwa ijarah dalam perspektif hukum positif adalah suatu
persetujuan, dengan mana kedua pihak saling mengikatkan diri dalam suatu tranksaksi.
Pihak pertama memberikan kenikmatan barangnya kepada pihak kedua selama waktu
yang ditentukan, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak kedua
tersebut.

Dasar Hukum ljarah dalam Fikih Muamalah

38Ahmad Mukhtar ‘Abdul Hamid ‘Umar, “Mujam al-Lugah al-‘Arabiyah al-Mu’asirah. Juz 1, h. 64.

39Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, juz 5, (Cet. 3; Lebanon: Dar al-Kitabul ‘arabi, 1397 H/1977 M), h. 177.

40Abdul Karim ibn Muhammad al-Lahm, a/-Matla’ah ‘ala Daqaiq zadul Muastagna’ Lilmuamalat al-
Maliyah, h. 93.

41Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-‘abbas ahmad ibn hamzah syihabuddin al-Romli, Nihayatul Muhtaj
ila Syarhi al-Minhaj. Juz 5 (Cet. Akhir; Beirut: Da al-Fikr, 1404 H) , h. 261.

“42Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bab VI, pasal 1548.

43Puji Kurniawan, “Analisis Kontrak ljarah,” el-Qanuniy: Jurnal llmu-limu Kesyariahan dan Pranata Sosial
4, No. 2 (Desember, 2018): h. 202.
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Meninjau dari segi hukum ijarah dalam Islam, seperti yang telah dijelaskan bahwa
ijarah bagian dari kegiatan muamalah dalam Islam. Hukum asalnya adalah sesuatu yang
dibolehkan sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Talaqg/65: 6.

SR A0 sJ paaf S8
Terjemahannya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalan

kepada mereka.**

Kandungan ayat di atas bahwa dalam keadaan jatuhnya talak, maka tetap
kewajiban seorang suami memberikan imbalan kepada istri yang di talaknya, yang sedang
menyusui anak-anak nya.* hal ini merupakan upah mengupah atas segala sesuatu yang
sedang di pekerjakan olehnya. _

Dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa dari Sabit ibn
al-Dahhaki ra. bahwasanya ia berkata.

10 (ot 815) L5y ol gl e 2 Jos et Lo i Jizg 8
Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw. melarang muzara’ah dan memerintahkan sewa-

menyewa.

Hal demikian merupakan sebuah larangan Rasulullah saw. terhadap Muzara’ah,
sebab ia merupakan sistem bagi hasil dengan menggarap lahan orang. Oleh karenanya,

Rasulullah saw. melarang hal tersebut dan menggantikannya dengan sewa menyewa. Dari
Ibn Abbas ra. berkata, Nabi saw. bersabda.

(515 8ig) A STl gl Flal s 5

Artinya:

Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah upah dari

mengajarkan Kitabullah.

Ketiga dalil di atas menjadi pegangan para fugaha tentang kebolehan dalam
tranksaksi ijarah.*® ljarah disyariatkan berdasarkan hajat ummat manusia sebagai
makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya,*® guna
memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik kebutuhan pokok maupun bukan
kebutuhan pokok lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup ummat manusia.>

Dasar Hukum ljarah dalam Hukum Positif
Meninjau dari segi hukum dalam hukum positif bahwa sewa menyewa merupakan
atas asas kemanusiaan sebagai makhluk sosial, yang mana saling membutuhkan antara

4Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an & Terjemahan, h. 559.

4Nukhbah min Asatizah al-Tafsir, al-Tafsir al-Muyassar. Juz 1, h. 559.

46Abu al-Fadli Ahmad ibn “ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Bulugu/ Maram Min
Adillatil Ahkam, h. 271.

4"Tbn al-Mulaqgin Sirajuddin Abu Hafsa ‘Umar ibn ‘Ali ibn Ahmad al-Syafi’i al-Masri, Tuhfatul Muhtaj
ila Adillatil Minhaj. Juz 2 (Cet. |; Makkah al-Mukarramah: Dar Hira, 1406 H), h. 292.

48 Abi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusydi al-Qurtubi, Bidayah al-
Mujtahid wa al-Nihayah al-Mugqtasid, juz 4, h. 3.

49Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, juz 5, (Cet. 3; Lebanon: Dar al-Kitabul ‘arabi, 1397 H/1977 M), h. 177.

50Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 5,
no. 1 (2013): h. 4.
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satu sama lain, untuk menghidupi atau mempertahankan kehidupannya yang pada
prinsipnya sewa menyewa juga merupakan suatu sistem hubungan Kkerja.

Menyangkut sebuah perikatan, yang mana sewa menyewa atas akad kontrak kerja
untuk saling mengikatkan diri antara satu sama lain. Sebab perikatan itu lahir karena suatu
persetujuan atau karena undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata). Suatu persetujuan
adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatan diri terhadap satu orang
lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Demikianlah, sewa menyewa telah diatur dan
disusun sedemikian rupa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada
bab VII dan VIIA.

Dalam hal ini, juga menyangkut keberlangsungan prekonomian masyarakat
sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi “prekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Terkait pasal ini bahwa
persoalan ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan dalam artian untuk
mempertahankan kehidupannya merupakan sebuah kewajiban sebagai warga negara
indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Dan pada bab Hak Asasi Manusia pasal 28A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.®! Dapat disimpulkan
bahwa uraian di atas adalah segala yang mendasari keberlakuan hukum ijarah dalam
hukum positif.

Sifat Akad, Rukun, Syarat dan Jenis-Jenis ljarah dalam Fikih Muamalah dan
Hukum Positif
Sifat Akad ljarah dalam Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan perbuatan hukum tertentu.>? Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S.
al-Maidah/5: 1.

380 35 T3 o310 LG
Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, Penuhilah akad-akad.

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban untuk memenuhi akad. Dengan
demikian, akad merupakan sebuah asas dalam suatu tranksaksi, yang mana para ulama
berpendapat bahwa akad ljarah saling mengikat kedua belah pihak.* Para fugaha berbeda
pendapat terhadap hal-hal yang dapat merusak akad ljarah diantaranya, menurut Imam
Malik dan Syafi’l, bahwa akad ljarah dapat dibatalkan bila terdapat kecacatan dari barang
tersebut atau aib yang menyebabkan sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari barang
itu, menurut Abu Hanifah dan al-Sauri, bahwa akad ljarah dapat dibatalkan bila adanya

51Republik Indonesia, Undang -Undang Dasar 1945, bab XA, pasal 28A.

52Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bab I, pasal 20 ayat 1.

53Abdul Karim ibn Muhammad al-Lahm, al-Matla’ah ‘ala Daqaiq zadul Muastagna’ Lilmuamalah al-
Maliyah. Juz 4, h. 93.
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alasan yang darurat dari pihak penyewa, seperti seseorang menyewa tempat di pasar untuk
berdagang, akan tetapi barang dagangannya habis terbakar atau dicuri.>*

Dalam hukum positif kedua belah pihak saling terikat bardasarkan persetujuan
yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.>®
Maka dari itu akad ataupun persetujuan harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

Sehingga dapat diartikan bahwa sifat akad ijarah dalam tinjauan fikih muamalah
dan hukum positif memiliki kesamaan yaitu, bersifat saling mengikat kedua belah pihak.
Adapun pengecualian dalam fikih muamalah akad yang mengikat itu bisa terlepas
menurut pandangan Imam Malik dan syafi’l bila terdapat kecacatan atau aib dari barang
tersebut, menurut Abu Hanifah dan al-Sauri bila pihak penyewa memiliki alasan yang
darurat, dan dalam hukum positif menyebutkan akad yang mengikat bisa terlepas bila ada
kesepakatan sebelumnya atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Rukun-Rukun ljarah Dalam Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.*® Maka
rukun-rukun ijarah merupakan sesuatu yang harus disempurnakan dalam ijarah demi
terciptanya akad yang baik dan benar. Adapun rukun-rukun ijarah dalam fikih muamalah
menurut jumhur ulama yaitu;>’

a) Mu’jir (pihak yang menyewakan).
b) Musta’jir (pihak penyewa).

€) Ujrah (upah atau harga).

d) Manfa’ah (barang atau jasa).

e) Sigah ‘akad (ijab dan gabul).

Adapun rukun-rukun ijarah dalam Hukum Positif, adanya subjek dan objek yaitu;
pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan dan
pihak penyewa, yang menjadi objek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan
harga.>® Akad ijarah yang menimbulkan sebuah perikatan, lahir karena suatu persetujuan
atau karena undang-undang, yang dimaksud ialah suatu akad tranksaksi secara lisan atau
akta di bawah tangan (tertulis) berdasarkan pada KUH Perdata Pasal 1233. Dapat
disimpulkan bahwa rukun-rukunnya adalah:

a) Pihak yang menyewakan.
b) Pihak penyewa.

c) Barang.

d) Harga.

e) Akad.

Maka dari itu tidak ada perbedaan yang ditemukan dari segi rukun-rukun ijarah
baik tinjauan fikih muamalah maupun hukum positif Indonesia. Keduanya dalam sudut

54Abi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusydi al-Qurtubi, bidayah al-
Mujtahid wa al-Nihayah al-Mugqtasid, juz 4, h. 15.

55Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bab Il, pasal 1338.

%6Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.
1226.

7Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-‘Abbas Ahmad ibn Hamzah Syihabuddin al-Romli, Nihayatul Muhtaj
ila Syarhi al-Minhaj. Juz 5, h. 262.

%8Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, h. 59.
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pandang yang sama bahwa rukun-rukun ijarah terdiri dari 5 rukun; Mu’jir (penyewa),
Musta’jir (yang menyewakan), mantfa’ah (barang atau jasa) dan wujrah (upah atau harga),
sigah ‘akad (ijab dan gabul).

Syarat-Syarat ljarah Dalam Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Syarat adalah janji atau sebagai tuntutan permintaan yang harus dipenuhi.®® Oleh
karena itu ijarah memiliki syarat yang harus terpenuhi demi terciptanya sebuah akad yang
baik dan benar. Dalam hal ini, terlebih dahulu memerhatikan dan memenuhi rukun-rukun
ijarah, sebab bila tidak ada salah satu dari rukun-rukun itu tidak terpenuhi maka tidak
sempurnanya sebuah tranksaksi ijarah.®® Apabila terpenuhi semua dari rukun-rukun itu
kemudian hadirlah yang mana menjadi syarat sahnya demi keberlangsungan tranksaksi
ijarah tersebut. Adapun syarat-syarat ijarah dalam fikih muamalah terdiri atas delapan
syarat,®® yang dikemukakan berikut ini.

1. Kedua Pihak Disyaratkan telah Baligh dan Berakal

Oleh karena itu bagi orang yang belum baligh atau di masa usianya yang masih
dini, seperti anak kecil, kemudian menyewakan harta atau jasa mereka, maka akad ljarah
tidak sah, dikarenakan harta anak kecil tersebut milik walinya, hal ini dalam pandangan
Imam Syafi’l dan Imam Hambali.®? Berdasarkan dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-
Nisa/4: 5.

Sl elgadd 158 Y

Terjemahannya:

Janganlah kamu serahkan (hartamu) kepada orang yang belum sempurna

akalnya.®®

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak-anak yang belum baligh tidak
diperkenankan untuknya memegang uang atau hartanya, sampai sempurna akalnya.
Adapun dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa harta anak-anak
tetap dalam pengawasan walinya.5

2. Mengetahui Barang atau Jasa

Untuk mencegah terjadinya perselisihan, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui
jenis barang dan jenis pekerjaan apa yang akan diakadkan. Apabila salah seorang dari
mereka yang hendak melakukan tranksaksi atau akad tersebut dengan adanya unsur
keterpaksaan sehingga tidak ditahunya barang itu, maka hal demikian dihukumi tidak sah.
Demi menghindari perkara-perkara yang diharamkan, dalam hal ini disebut gharar.
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim bahwa dari Abu
Hurairah ra. berkata.

9Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1402.

%0Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bab 11, pasal 28.

61 Alauddin, Abu Bakar ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi al-Mulaqqab, Badai’ al-Sanai’ fi Tartib al-Syarai’.
Juz 4 (Cet. I; mesir: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 1328 H), h. 173-182.

2Alauddin, Abu Bakar ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi al-Mulaqqab, Badai’ al-Sinai’ ff Tartib al-Syarai’.
Juz 4, h. 176.

83Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an & Terjemahan, h. 77.

64Alauddin, Abu Bakar ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi al-Mulaqqab, Badai’ al-Sinai’ fi Tartib al-Syarai’.
Juz 4, h. 176.
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PO i ey dladl o o dles e ) S B0 it 2
Artinya:

Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara Hashat dan gharar (yang tidak

jelas).

Hadis di atas tentang larangan terhadap tranksaksi yang tidak ada kejelasan di
dalamnya baik dalam bentuk harga ataupun barang. Hal ini tentunya menghindari segala
kemudharatan kedepannya dan perkara yang diharamkan. Sebab, kemungkinan besar ada
maksud yang tersembunyi atas keterpaksaan tersebut, seperti menyewakan barang hasil
dari selundupan, penipuan dan lain sebagainya. Maka penggunaan benda ijarah harus
dicantumkan dalam akad ijarah.%®

3. Mengetahui Upah atau Harga Dalam Penyewaan.

Yang menjadi hal menarik dalam dunia perniagaan adalah nominal harga dalam
suatu barang atau jasa pekerjaan dalam persewaan. Hal ini untuk menghindari gharar
terhadap harga barang, Pada umumnya tranksaksi jual beli nominal harga diinfokan dan
bayar di awal, berbeda dengan jasa penyewaan yang dapat dilakukan tanpa panjar,
pembayaran yang didahulukan, pembayaran setelah pemakaian objek ijarah, atau
diutangkan sesuai kesepakatan.®” Maka dari itu dipersyaratkan untuk mengetahui harga
yang jelas dan waktu pembayarannya.

4. Barang yang Halal

Maksudnya, bukan dari sesuatu yang diharamkan seperti, membeli khamr dan
semacamnya, hal ini jelas dilarang syariat. Benda yang menjadi obyek ijarah harus benda
yang halal atau mubah.®® Bisa saja barang yang disewakan dari hasil curian atau milik
orang lain tanpa seizinnya. Oleh karenanya barang yang halal merupakan syarat sewa-
menyewa.

5. Mengetahui Kondisi Barang

Barang yang akan disewakan hendaknya terlebih dahulu melihatkan kondisi
barang tersebut atau dengan mendeskripsikan barang itu, serta memastikan status hak
kepemilikan barang dari Mu’jir.%° Bertujuan dengan mengetahui cacat atau tidaknya
barang tersebut untuk menghindari kerusakan pada akad.”® Maka dari itu, manfaat
(barang) atas sesuatu yang diakadkan diketahui secara jelas sehingga tidak akan
menimbulkan perselisihan.”

6. Adanya Keridhaan dari Kedua Pihak

Hal yang terpenting dalam bermuamalah itu adalah keridhaan dari kedua belah

pihak. Dalam hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

> e Za ten 03
NG P R 51 035 0T Y]
Terjemahannya:
Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu.

85Abu al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Bulugu/ Maram Min
Adillatil Ahkam, h. 232.

8Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bab X, pasal 260 ayat 1.

67Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bab X, pasal 263 ayat 2.

8Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bab X, pasal 274 ayat 1.

8Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bab X, pasal 259.

0Abi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusydi al-Qurtubi, bidayah al-
Mujtahid wa al-Nihayah al-Mugqtasid, juz 4, h. 15.

"Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, juz 3, h. 181.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa di setiap perniagaan hendaknya kedua pihak
saling meridhai. Sama halnya dalam jual beli, pihak penjual ridha dengan barang yang
dijualnya dan pihak pembeli ridha dengan membeli barang tersebut dari uang hasil jerih
upayanya.

7. Terucapnya Shigat ‘Akad (ljab dan Qabul) dari Kedua Pihak,

Ketika melakukan sebuah kontrak kerja dalam sewa menyewa, maka hal ini
sangat dibutuhkan baik secara tertulis maupun secara lisan, demi keberlangsungan
tranksaksi tersebut dimulai sesuai kesepakatan. Shigat ‘akadharus menggunakan kalimat
jelas, dapat dilakukan dalam bentuk tertulis, lisan, dan atau isyarat.

8. Mengetahui Jangka Waktu dari Penyewaan.

Jangka waktu penyewaan merupakan bagian terpenting untuk mengetahui kapan
tranksaksi sewa menyewa akan berkahir. Jangka waktu yang telah ditentukan dapat
diubah atau dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak.”® untuk
terciptanya akad yang jelas serta menghindari perselisihan, hendaknya menjelaskan batas
waktu dari penyewaan, misalnya satu bulan, satu tahun atau lebih banyak dan sedikit dari
itu, serta menjelaskan pekerjaan yang hendak dilakukan.”

Adapun syarat-syarat ijarah yang diterapkan dalam Hukum Positif terdiri atas
tujuh syarat, yang dikemukakan berikut ini.

1. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat sahnya dalam suatu kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus dari
kedua pihak. sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang
dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian atau persetujuan pernyataan dalam
kontrak kerja, kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang bersangkutan.”
Pada dasarnya, cara yang sering dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang
sempurna baik secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pernyataan yang dibuat secara
tertulis adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang
sempurna, bila timbul perselisihan di kemudian hari.

2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
Orang-orang yang hendak melakukan sebuah perjanjian atau persetujuan haruslah orang-
orang yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang
diatur oleh undang-undang. Adapun yang menjadi tolak ukur kedewasaan adalah telah
berumur 21 tahun atau sudah kawin. Orang yang tidak memiliki kewenangan dalam suatu
perbuatan hukum disebutkan pada pasal 1330 KUH Perdata adalah:

a) Anak yang belum dewasa

b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan

c) Istri. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan
hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974.7

3. Adanya Objek Perjanjian

Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok
persetujuan, demikianlah isi pada pasal 1332 KUH Perdata. Yang dimaksud dari objek

"2Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bab X, pasal 252.
3Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bab X, pasal 253.
"4Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, juz 3, h. 181.

5Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, h. 33.
6Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, h. 34.
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perjanjian adalah pokok perjanjian yakni barang dan harga, sebagaimana yang diatur pada
pasal 1234 KUH Perdata, bahwa pokok perjanjian adalah perikatan ditujukan untuk
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Harga adalah nilai
dari barang yang disewakan. merupakan syarat yang harus di penuhi bagi pihak penyewa.
Sebagaimana yang diatur pada pasal 1560 KUH Perdata, bahwa pihak yang menyewakan
menepati kewajiban mamakai barang sewaan sebagaimana mestinya dan membayar
harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
4. Adanya Suatu Sebab yang Halal

Berdasarkan pada Pasal 1335 KUH Perdata bahwa suatu persetujuan tanpa sebab,
atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai
kekuatan. Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan sebab yang terlarang, bahwa
jika sebab itu dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
Contoh A menyewakan sepeda motor kepada B. Akan tetapi, sepeda motor yang
disewakan oleh A itu adalah barang hasil curian. Sewa menyewa seperti itu tidak
mencapai tujuan dari pihak B. karena B menginginkan barang yang disewanya itu adalah
barang yang sah atau halal.

5. Menyerahkan Barang

Pihak yang menyewakan hendaknya memberikan barang yang disewakan kepada
penyewa. Pihak yang menyewakan wajib ketika menyerahkan barang sewaan dalam
keadaan terpelihara segala-galanya dan menanggung semua Kecacatan Yyang
membahayakan pemakaian barang itu, meskipun pihak yang menyewakan tidak
mengetahuinya.’’

6. Pemeliharaan barang

Memelihara barang sewaan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk
keperluan yang dimaksud. Akan tetapi tidak diperkenankan selama waktu sewa,
mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan, dan pihak penyewa bertanggung
jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu
sewa. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 1550, pasal 1554 dan pasal 1564 KUH
Perdata.

7. Memenuhi Hak dan kewajiban

Pihak yang menyewakan hendaknya memberikan hak kepada penyewa untuk
menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram selama berlangsungnya sewa, dan
pihak penyewa berkewajiban untuk memakai barang sewaan sebagaimana mestinya dan
mengembalikan barang sewaan serta membayarnya pada waktu yang telah ditentukan.
Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1550 dan pasal 1560 KUH Perdata.

Dapat dipahami, bahwasanya fikih muamalah menyebutkan delapan syarat dan
hukum positif menyebutkan tujuh syarat Terdapat perbedaan diantaranya yang mana
hukum positif menyebutkan terhadap pemeliharaan barang sewaan bahwa pihak yang
menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah bentuk atau susunan
barang yang disewakan. Hal demikian tidak disebutkan dalam fikih muamalah pada
syarat-syarat ijarah. Namun, perbedaan tersebut memiliki dampak baik dan dampak
buruk, dampak baiknya adalah bagi pihak penyewa tidak terganggu dalam menikmati
barang sewaan selama waktu sewa, dan dampak buruknya adalah bila terjadi hal tersebut
di luar dugaan maka menimbulkan kerugian besar bagi pihak penyewa yang memakan

""Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bab VI, pasal 1550-1552.

249 | M. Ainun Imam, Khaerul Agbar, M. Dzul Fadli S.
Studi Perbandingan Hukum ljarah dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif



AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab  mmm i 2
Vol. 2, No. 3 (2023): 234-253 AL-QIBLAH
doi: 10.36701/giblah.v2i3.988

JURNAL
STUDI ISLAM
DAN BAHASA ARAB
—

waktu selama waktu sewa. Oleh karenanya dalam hukum positif telah mengatur dan
menjadikan syarat terkait masalah tersebut.

Begitupun sebaliknya, dalam fikih muamalah dipersyaratkan untuk
mendeskripsikan secara eksplisit terhadap manfaat barang, kondisi barang dan jenis
barang atau jenis pekerjaan yang akan diakadkan, sebagai data yang kongkret untuk
menghindari perselisihan. Sedangkan dalam hukum positif hal ini tidak dipersyaratkan
tetapi sebatas menyebutkan objek sewaan saja sudah cukup dalam persyaratan sewa
menyewa. Sehingga dalam sudut pandang peneliti bahwa fikih muamalah lebih terperinci
dan jelas yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan-persoalan bermuamalah.

Jenis-Jenis ljarah Dalam Fikih Muamalah dan Hukum Positif
1. [jarah °Ain wal Manfa’ah (Sewa Menyewa Barang)

Dalam fikih muamalah berlandaskan nash yang shahih baik dari al-Qur’an dan
Hadis bahwasanya tidak menyebutkan sewa menyewa atas barang tetapi hanya
menyebutkan sewa menyewa atas jasa pekerjaan. Namun Jumhur Ulama membagi ljarah
menjadi dua jenis yaitu bersifat manfaat atas barang dan bersifat manfaat atas jasa
pekerjaan, oleh karenanya para fugaha sepakat membolehkan sewa-menyewa barang.
Ijarah merupakan penjualan atas manfaat barang seperti, terkait dalam beberapa masalah
bahwasanya tidak dibolehkan sewa menyewakan pohon yang berbuah, dikarenakan
buahnya berupa barangnya, namun bahwasanya ijarah merupakan penjualan atas manfaat
bukan penjualan atas barang.”® Sewa menyewa barang seperti, menyewa rumah, gedung,
pakaian, kendaraan mobil atau motor dan lainnya.”

Dalam hukum positif orang yang menyewakan adalah pihak yang memiliki barang
lalu menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa selama berlangsungnya
sewa.®’ Misalnya, sewa-menyewa tanah dan rumah, sebagaimana yang disebutkan dalam
KUH Perdata. Maka dalam hukum positif telah diterapkannya sewa menyewa barang.

2. ljarah ‘Amal/Badn (Sewa Menyewa Jasa Pekerjaan)

Dalam fikih muamalah bahwa yang dimaksud sewa menyewa jasa seperti, kuli
bangunan, tukang besi, tukang jahit dan semacamnya, yang semua pekerjaan dilakukan
dengan kedua tangan, Maka hal ini dinamakan manfaat atas jasa pekerjaan layaknya
karyawan pekerja.

Menurut KUH Perdata dalam hal ini, musta’jir disebut dengan pekerja, dan mu’jir
disebut dengan majikan atau yang memberi upah pekerja. Maka dalam hukum positif hal
ini disebut perjanjian kerja, bahwa sewa menyewa jasa merupakan bagian pembahasan
yang terpisah, dikhususkan pada bab perjanjian kerja. Disebut dengan pekerja atau buruh,
sebagaimana pada pasal 160la KUH Perdata bahwa ‘“perjanjian kerja ialah suatu
persetujuan bahwa pihak kesatu, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada
pihak yang lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu”. Dalam fikih
muamalah hal ini merupakan bagian dari pembahasan sewa menyewa yang dinamakan
sewa menyewa jasa atau al-Ajir (pekerja khusus).®

"8 Alauddin, Abu Bakar ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi al-Mulaqqab, Badai’ al-Sinai’ ff Tartibi al-Syarai’.
Juz 4, h. 174-175.

9Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, juz 3, h. 177.

80Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bab VI, pasal 1550.

81Alauddin, Abu Bakar ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi al-Mulaqqab, Badai’ al-Sinai’ ff Tartibi al-Syarai’.
Juz 4, h. 174-175.

82Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, juz 3, h. 192.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwasanya ijarah dalam fikih
muamalah dan hukum positif di bagi menjadi dua bagian baik bersifat barang dan bersifat
jasa, keduanya memiliki makna dan konsep yang sama, yang mana secara makna
merupakan suatu akad untuk mengambil atau memberikan manfaat barang dengan upah
dalam jangka waktu tertentu, dan secara konsep ada pihak yang menyewakan dan pihak
yang menyewa sama-sama berkewajiban memenuhi prestasinya yaitu hak dan kewajiban,
rukun-rukun, syarat-syarat dan akad secara lisan atau tulisan.

Kedua sudut pandang yang dijelaskan berbeda dari segi sumber dan landasan,
tentunya terdapat beberapa perbedaan dalam memenuhi prestasinya masing-masing dan
sebagai muslim untuk tetap berpegang teguh dalam syariat islam terkait persoalan
muamalah. Namun jika ada perbedaan hukum, seperti dalam hukum positif terdapat
hukum tambahan yang tidak ada dalam fikih muamalah, maka hendaknya memenuhi
keduanya. Sebab sama halnya dalam fikih muamalah yang mana hukum atau aturannya
tidak diterapkan dalam hukum positif, karena takut menjadi pelanggaran hukum sehingga
wajib baginya untuk memenuhi hukum tersebut. Maka hal ini dikarenakan alasan atau
keadaan yang darurat, yang disebabkan timbulnya rasa takut pada diri sendiri dalam
keadaan darurat tersebut, dengan demikian perlu diterapkan kaidah AMas’alah al-
Daruriyat al-Khamsah salah satunya, yaitu Hifzu al-Nafs (penjagaan diri/jiwa).%

KESIMPULAN

Setelah melihat dan menelaah berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat
ditarik kesimpulan bahwa perbandingan hukum ijarah dalam tinjauan fikih muamalah dan
hukum positif, sebagai berikut:

1. Terdapat persamaan pada definisi ijarah yang sama-sama merupakan suatu akad
untuk memberikan atau mengambil suatu kenikmatan barang kepada pihak yang
bersangkutan dengan upah dalam jangka waktu tertentu, pada sifat akad yang
saling mengikat kedua belah pihak, dan memiliki kesamaan dalam pandangan
lima rukun yang sama, yang harus terpenuhi.

2. Terdapat perbedaan terkait sumber dan landasan, bahwa fikih muamalah yang
bersumber langsung dari al-Qur’an dan hadis yang isinya mengatur kebahagiaan
kehidupan dunia dan akhirat, sedangkan hukum positif bersumber dari Pancasila,
UUD 1945, KUH Perdata dan KUH Pidana dan lainnya, bersifat hukum nasional
yang sebatas mengatur ketentraman kehidupan di dunia. Terkait syarat-syarat
ijarah hukum positif menyebutkan bahwa tidak diperkenankan selama waktu sewa
mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan selama waktu sewa,
sedangkan dalam fikih muamalah tidak menyebutkan hal tersebut pada syarat-
syarat ijarah, tetapi persyaratan ijarah dalam fikih muamalah lebih jelas dan
kongkret terhadap deskripsi manfaat barang sewaan sedangkan dalam hukum
positif sebatas menyebutkan objek sewaan merupakan syarat dalam sewa
menyewa tidak dengan mendeskripsikan manfaatnya. Dalam hukum positif,
sewa-menyewa jasa merupakan bagian pembahasan yang terpisah, sehingga
disebut dengan perjanjian kerja sedangkan dalam fikih muamalah hal ini termasuk
bagian dari sewa menyewa.

8Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadami, ‘/lmu al-Magqasid al-Syar’iyah, juz 1, h. 81-82.
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